BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang :

L.

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GROBOGAN,

bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Pecrubahan Kedua Atas Peraluran Menteri
Dalam Negeri Nomor .13 Tahun 2006 tenlang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah  Daerah dapat
memberikan tambahan penghasilan kepada pegawal negeri
berdasarkan pertimbangan vang obyektif dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh
persetujuan Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah sesuai dengun
ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri
Sipil, serta guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahun,
pembangunan  dan pelayanan masyarakat di Kabupaten
Grobogan, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan
berdasarkan beban kerja, tempat bertugas dan kondisi keria
kf:.pada Pegawal Negeri Sipil di  Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Grobogan:

bahwa Pemberian Tambazhan Penghasilan bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan telah
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
DaerahKabupaten Grobogan melalul Keputusan  Dewan

Perwakilan Rakyal Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 188/22



Mengingat

1.

Tahun 2017 tentang Persctujuan atas Permohonan Pemberian
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tempat
Bertugas, Resiko Kerja dan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai
Negeri Sipil Tahun Anggaran 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ di atas, perlu menctapkan
Peraturan Bupali tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Grobogan Tahun Anggaran 2018;

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 385);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lcembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahzraan
Negara (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Permeriksaan
Pengelolasn  dan  Tanggung Jawab  Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor ©, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);



10.

11.

12.

13.

1%,

L&,

16.

B

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (lenlang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3679);

Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan
Penghasilan bagi Guru Pegawa: Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 lentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negerti Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor & Tahun 2013
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2017 Nomor 12);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2012 tentang
Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobegan
(Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 34);



Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  BUPATI TENTANG  PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHABILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2018,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat i1 vang dimaksud dengan :

1.
2.

|

Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penvelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah otonom.

Bupati adalah Bupati Grobogan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Dacrah sclaku
pengguna anggaran/ pengguna barang,

Pegawal Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya discbut PNS adalah sctiap warga negara Republik
Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan,
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam
suatlu jabalan negara atau diserahl fugas ncgara lainnya, dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan vang
berlaku yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Grobogan
yang selanjutnva disingkar APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakvat
Dzaerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat Dacrah pada Pemerintah
Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang vang juga
melaksanakan pengelelaan keunangan Daerah,

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah
organisasi mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional

cdan/atau penunjang tertentin



10.

132,

13,

14.

16.

17.

18.

19.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawa: aparatur sipil
negara  yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan
pelayanan publik  serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

Koordinator Wilayah adalah Pejabat Fungsional atau Pejabat
Pelaksana yang diberikan tugas tambahan untuk membawahi
beberapa unit kerja atau wilayah tertentu sesuai dengan
Keputusan Kepala SKPD khusus untuk UPT dihapus
keseluruhan.

. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

PPKD  adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

Bendahara Umum Daerah vang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD wvang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabal pemegang kewenangan
penggunaan anpggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan barang milik Daerah,

.Kuasa Bendahzra Umum Daerah vang selanjutnya disingkat

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberikuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas BUD,

Kuasa Penpguna Anggaran adalah pejabat wyang diberi
kuasauntuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggeran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
=SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKIPD vyang selanjutnya
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yvang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SEPD yang sclanjulnya
disingkat PPTK adalah pejabalt pada unit kerja SKPD vang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program
sesual dengan bidang tugasnya.

Pembantu teknis pengguna anggaran adalah Kepala UPT yang

mengelola anggaran.,



20.

21.

23.

24

25.

26.

28,

29,

30.

Pembantu administrasi pengguna anggaran adalah Kepala Sub
Bagian Tata Usaha yang mengelola anggaran.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan
dan mempertanggungiawabkan uang pendapatan daerah dalam

rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

-Bendahara Pencrimaan pembantu  adalah  adalah pejabat

fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan,  menatausahakan, dan mempertanggung-
jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada unit kerja SKPD

Bendahara Pengeluaran adalah  pejabat fungsional vang
ditunjuk menerima, MEenyunpan, membavarkan,
menatausahakan dan mempertangungjawabkan uang untuk
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada SKPD.

Bendahara pengeluaran pembantu adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-
usahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada unit kerja SKPD.

Pembantu bendahara adalah opelaksana vang menjalankan
fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau
pengurusan gaji.

Pejabat Pembuat Komitmen yang sclanjutnya disebut PPKom
adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa.

. Perencana anggaran adalah pejabat dan/atau staf yang ditunjuk

menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
pada SKPD/SKPKD.

Penyusun laporan keuangan adalah pejabat dan Jatau staf yang
ditunjuk untuk menyusun laporan keuangan daerah pada
SKPD/SKPKD.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD wyang
mempunyal fungsi pengelolaan barang milik deerah sclaku
pejabat pengelola keuangan daerah;

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut
sebagal Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau

pejabat  yang  ditunjuk  oleh Pe ngguna Barang untuk



31.

32.

33.

34.

menggunakan barang milik daerah yang berada  dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Fengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum
yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan,
menatausahakan barang milik daerah pada Pengpuna Barang.
Pembantu Pengurus Barang Pengzuna adalah pengurus barang
yang membanlu dalam penyiapan administrasi maupun teknis
penatausahaan barang milik daerahpada Pengguna Barang.
Pengurus Barang Pembantu Pengguna adalah yang diserahi
tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan
dan mempertanggungjawabkan barang milik daerahpada Kuasa
Pengguna Barang,

Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan di luar
gaji dan tunjangan yang sudah diterima PNS di lingkungan

Pemerintah Daerah secara rutin setiap bulan.

BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS bertujuan:

4.

meningkatkan dedikasi kerja PNS schingga memiliki semangat kerja
yang tinggi;

meningkatkan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas
yang menjadi kewajibannya; dan

meningkatkan kinerja PNS schingga dapat mencapai hasil kerja

yvang lebih baik.

Pasal 3

(1) Tambahan Penghasilan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya

diberikan dengan kriteria -

b.
.

dl.

beban kerja;

termnpat bertugas;

kondisi kerja (resiko kerja); atau

kelangkaan profesi

(2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

diberikan berdasarkan satu kriteria saja, kecuali untuk teknisi

jaringan/programmer serta admin e-planning, e-budgeting dan SIMDA.



(2)

(4)

(5]

(1)

2]

14)

(5)

1)

Sclain diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] diberikan tambahan penghasilan bagi :

a. pengelola keuangan; dan/atau

b. pengelola barang.

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufl a
diberikan kepada PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai
pengelola keuangan.

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
diberikan kepada PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai

pengelola barang.

BAB I
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurul a diberikan kepada PNS yang
dibebam pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas vyang dinilai
melampaui beban kerja normal.

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh PNS berdasarkan
tugas pokek dan fungsi, kecuali vang telah menerima Tunjangan
Profesi Guru.

Khusus untuk Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah
mendapatkan tambahan penghasilan dari satu komponen tambahan
penghasilan berdasarkan tugas pokok dan fungsinva.

Dalam hal PNS merangkap tugas sebagai pengelola keuangan dan/atau
pengurus barang, penyusun anggaran dan/atau pembual laporan
keuangan, selain menerima tambahan penghasilan mendasarkan tugas
pokok dan fungsi dari pejabat maupun staf dapat diberikan tambahan
penghasilan sebagai pengelela keuangan dan/atau pengelola barang.
Khusus untuk Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada SKPD tipe B
dan tipe C, dan Kecamatan yang terdapat Kelurahan diberikan
tambahan penghasilan selaku PPK SKPD, penyusun anggaran SKPD
dan pembuat laporan keuangan SKPD.

Kasubag Keuangan SKPD yang melaksanakan fungsi SKPD dan fungsi
SKPKD diberikan tambahan penghasilan selaku PPK SKPD, Pelaksana
Teknis Kegiatan BUD dan PPKD serta pembuat laporan keuangan
SKPD.



(7) Kasubag Perencanaan SKPD yang melaksanakan fungsi SKPKD selain

(1]

(3)

(4]

diberikan tambahan penghasilan selaku penyusun anggaran SKPD juga

ciberikan tambahan penghasilan selaku penyusun an gearan SKPKD.
Pasal 5

Besaran nominal pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban

kerja mendasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud

Pasal 4 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ vang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Besaran nominal pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tugas

schagal pengelola keuangan scbagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4)

tercantum dalam Lampiran [I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Besaran nominal pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tugas

scbagal pengelola barang schagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1)

fercantum  dalam  Lampiran 1II yang merupakan bagian lidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Penghitungan nominal tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) didasarkan pada pagu dana pada saat penclapan APBD

dengan ketentuan scbagai berikut:

a. Pengguna Anggaran, PPK-SKPD dan bendahara pengeluaran
didasarkan dari keseluruhan pagu dana yang dikelola SKPD;

b. Bendahara pengeluaran PPKD berdasarkan Belanja Tidak Langsung
yvang dikelola;

¢. Pembantu bendahara gaji didasarkan dari gaji yang dikelola SKPD;

d. Khusus Dinas Pendidikan karena rentang kendali, jumlah sckolah
dan anggaran yang dikelola dapat menetapkan lebih dari 1 (satu)
orang pembantu bendahara gaji  atau scjenisnya,  dengan
penghitungan tambahan penghasilan didasarkan pada gaji vang
dikelola bendahara;

¢. Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu SKPD
didasarkan dari pendapatan wvang dikelala dengan  batasan
pendapatan yang dikelola sebagaimana tercantum didalam Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun berkenaan;

L Dikecualikan ketentuan  scbagaimana  dimaksud huraf e bagi
pendapatan daerah SKPD vang belum ditetapkan di dalam Peraturan
Daerah tentang APBD, pemberian tunjangan diterimakan sejak
ditetapkan dalam penetapan Perubahan APBD dan pemberian
tunjangan tidak berlaku surut:



g PPKom didasarkan pada besaran Anggaran Penugasan sebagai
PPKom pada SKPD;

h. Penyusun Anggaran SKFD, Pembuat Laporan Keuangan SKPD
didasarkan pada belanja langsung SKPD;

i. selain yang tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, hurufl d, huruf
e, huruf f, huruf g, dan huruf h didasarkan pada pagu belanja
langsung vang dikelola SKPD.

(5) Penghitungan nominal tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayal (3) didasarkan pada pagu belanja langsung vang dikelola
SKPD dengan ketentuan sebagai berikut :

a. khusus untuk Sckretariat Daerah berdasarkan pertimbangan jumlah
barang yang dikelola, kompetensi, beban kerja dan pertimbangan
objektif lainnya dapal mengusulkan pengurus barang pembantu
lebih dari 1 (satu) orang, dengan penghitungan lambahan
penghasilan didasarkan alokasi belanja langsung yvang dikelola:

b. khusus untuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang berdasarkan pertimbangan jumlah
barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan Jatan
rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya dapat
mengusulkan :

- Salu orang pengurus barang dengan penghitungan tambahan
penghasilan didasarkan pagu anggaran belanja langsung yang
dikelola  sebagaimana  lercantum pada Lampiran 1 vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
Pembantu pengurus barang paling banyak 3 (tiga) orang dengan
penghitungan tambahan penghasilan didasarkan alokasi belania
langsung yvang dikelcla; dan

- Pengurus barang pembantu lebih dari 1 (satu) orang, dengan
penghitungan tambahan penghasilan didasarkan alokasi belanja
langsung yang dikelola.

c. penghitungan tambahan penghasilan bagi unit pclaksana teknis/
koordinator wilayah didasarkan alokasi belanja langsung vang
dikelola pada masing-masing unit pelaksana teknis/ koordinator
wilayah.

Pasal &

(1) Kepala SKPD menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK,
PPK-SKPD, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang SKPD, Penyusun
Anggaran SKPD, Pembuat Laporan Keuangan SKPD dan Pejabat lain

10



(2)

(1)

(2)

(3

(1)

(2]

vang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan secsuai dengan
kewenangannya.

Jumlah PNS yang diberi tugas selaku Penyusun Anggaran dan
Pembuat Laporan Keuangan pada masing-masing SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang, kecuali untuk
pembuat laporan keuangan pada Dinas Pendidikan paling banyak
7 (tujuh) orang.

Kepala SKPKD menunjuk pejabat vang bertugas membantu pelaksans
teknis kegiatan PPKD.

BARB IV
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

Pasal 7

Tambahan penghasilan berdasarkan tempal bertugas sehagaimana
dimaksud dalam Paszl 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada PNS yang
melaksanakan tugas di dacrah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi
dan daerah terpencil.

PNS yang menerima Tunjangan Profesi Guru yang ditugaskan di daerah
yang memiliki tingkat kesulilan tinggi dan daerah terpencil tetap
diberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas.

Bupati menetapkan daerah yang memiliki kesulitan tinggi dan daerah
terpencil atas usulan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas

Kesehatan.

Pasal 8
Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (3)
menetapkan PNS yang mendapat tambahan penghasilan berdasarkan
tempat bertugas.
Besaran nominal tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas,
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA
Pasal 9
Tambahan penghasilan  berdasarkan kondisi kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ diberikan kepada PNS yang
dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang

memiliki resiko tinggi seperti PNS yang bekerja pada instalasi Rongent

11



pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Dacrah Dr. Raden
Socdjati Soemodihardjo Purwodadi.
(2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menetapkan PNS

yang mendapat tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja.

Pasal 10

Besaran nominal tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian Gduk terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFES]

Pasal 11

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi schagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada PNS yang
dalam melaksanakan tugasnya dengan keahlian tertentu,

(2) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
diberikan kepada :

a. aparat pemeriksa pada Inspektorat;

b. teknisi jaringan dan programmer pada Dinas Komunikasi dan
Informatika;

c. admin e-planning, e-hudgeting dan Sistem Informasi Manajemen
Keunangan Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

d. penyuluh pertanian pada Dinas Pertanian serta Dinas Peternakarn
dan Perikanan.

(3) Pemberian tambahan penghasilan bagi aparal pemeriksa pada
Inspektorat dan penyuluh pertanian pada Dinas Pertanian serta Dinas
Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada avat (2) hurul
a dan hurul d berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penctapan PNS
dalam Jabatan Fungsional Tertentu dimaksud.

(4} Pemberian tambahan penghasilan  bagi  tcknisi jaringan dan
programmer pada Dinas Komunikasi dan Inlormatika sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan Keputusan Kepala SKPD
mengenal penugasan PNS sebagai teknisl juringan dan programmer
mengacu keahlian dan ijazah vang sesuai.

(59) Pemberian tambahan penghasilan bagi admin e-planning, e-budgeting

dan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah pada Badan
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Perencanaan Pembangunan  Daerah dan  Badan  Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan keputusan Kepala

SKPD mengenai penugasan sebagai admin dimaksud.

Pasal 12

Besaran nominal tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi

tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

BABE VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

Tambahan Penghasilan kepada PNS diberikan terhitung mulai bulan
Januari 2018,

Pasal 14

(1) Tambahan Penghasilan PNS pada bulan berkenaan diberiken pada

2]

)

()

bulan berikutnya.
Khusus untuk pemberian Tambahan Penghasilan PNS pada bulan

Desember, diberikan pada bulan berkenaan.

Pasal 15

PNS yang dimutasi antar SKPD pada tanggal 1 (satu) bulan berkenaan,
pembayaran dan besarnya tunjangan tambahan penghasilan mengacu
pada SKPD yang baru.

Khusus PNS yang promosi dalam jabatan terientu, yang pelantikannya
dan pengambilan sumpah jabatannya dilakukan pada tanggal 1 (satu)
atau tanggal berikutnya apabila tanggal 1 (satu) merupakan hari libur
atau hari yang diliburkan, berhak mendapat tambahan penghasilan
pada bulan berkenaan.

Dalam hal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah
Jjabatan,dilaksanakan setclah tanggal 1(satu) atau tanggal berikutnya
apabila tanggal 1(satu) merupakan hari libur atau hari vang diliburkan
diberikan tambahan penghasilan pada bulan berikutnya,

PN5S yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas diberikan tambahan

penghasilan berdasarkan beban kerja sebagai berikut:
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a. untuk komponen beban kerja mendasarkan tugas pokok dan fungsi
sesual dengan jabatan definitil yang dicmban PNS berkenaan; dan

b. untuk komponen beban kerja mendasarkan tugas sebagai pengelola
keuangan dan barang daerah sesual keputusan penugasan atau
sesudi dengan jabatan definitif.

(3) Bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar tidak diberikan
tambahan penghasilan sampai batas waktu tugas belajar selesai.

(6) Bagi PNS yang sedang menjalani cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin,
cuti karena alasan penting dan cuti di luar tanggungan negara lebih
dari satu bulan tidak diberikan tambahan penghasilan sampai batas
waktu dinyatakan aktil kembali.

(¥} Dalam hal keputusan yang menctapkan tugas belajar, menjalani cuti
besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting dan cuti
diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada avat (5) dan
ayal (6], diterima setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan tetap
diberikan tambahan penghasilan pada bulan berkenaan.

(8) Dalam hal PNS meninggal dunia pada bulan berkenaan tetap diberikan
tambahan penghasilan pada bulan berkenaan dan diterimakan pada
ahli warisnva.

(9) Pemindahan lokasi pembayaran tambzhan penghasilan  harus

mendapat rekomendasi dari SKPD vang akan diternpati.

Pagal 16

Tambahan Penghasilan PNS yang mengalami mutasi keluar,/ masuk Daerah
diterimakan mendasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dan

Surat Pernvataan Menjalankan Tugas.

Pasal 17

(1) Pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan dengan Surat
Permintaan Pembayaran Langsung.

|2) Surat Permintazn Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit dilampiri dengan daltar penerimaan dan

keputusan pejabat vang berwenang,

Paszl 18

Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati ini
dibebankan kepada Angguaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

jrobogan Tahun Anggaran 2018,
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Paszal 19

Penatausahaan pengelolaan Tambahan Penghasilan PNS dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 23 Februari 2018
B OGAT,

h—"

SRl SUMARNI
Diundangkan di Purwodadi

pada tanggal 23 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KA EN GROEB ;

MO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR &
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LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMQR 8 TAHUN 20| i

TENTANG

PEMBERIAN TAMOAHAN PENGHASILAN BAGL PEGAWAI
NEGER] SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

GROBOGAN TAHUN ANGUGARAN 2018

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS TAHUN 2018
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LAMPIRAK If PERATURAN BUPATI GRUBODAN NOMOR 8 TABUN 2018
TENTANG
FEMBERIAK TAMBAHAN PENGHASILAN BAG] PEGAWA] FEGER]
SIPIL DI LINGKUNGAN PENMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2018

TAMBAIAN PENGIIASILAN BAGI PENGELOLA HEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

_ I PAGU ANGGARAN il - | KETERANGAN |
o ] 0-<50C Juta [>500 Juta-<1 | >1 M-55M |*5M-=< 10 M| >10M - =20M »20M |
1 Fengelola Kewangan Dacrah )
11 Knordinator Pengelnls Kenangar Tiaersh 3 500 000 4,000,000 | 4500000  5.000.000 5500000 6,000,000 | Ditenima dalam
1.2 Kepala Satuan Hera Pengelola Keuangan Dacras 2.500.000 3.000.000 3.500.000 | 4.060,000 | 4 500.000 5,000,000 |bentuk tunjangan
|SKPHD| sebagai PPKD dan BUD perbulan
| 3 Penggung Anggeran (Kepala SKPD), . 400,000 506000 B0 00 TOO000 800,000 aop.0on |Pelaksanaan FPh
|.4 Xuasa Pengguns Anggaran ] 250,000 300, 000 400000 |  450.000 | © 550.000 £50.000 |Fetentuan yang
1.5 Huasa BUD dan PPKD B 1.000 000 1.250.000 1500000 |  1.750.000 | Son0.000 | avso.oon |Peraku
i 1.6 Pejabat Penstausahasn Keuargen [FPK) | 300.000 350,000 | 150,000 550.000 650.0C0 750.000
1.7 Pelaksana Tekmis Kegistan BUD dan PPKD ; 300.000 500.000 70000 [ L.0G0.00D 1250000 1500000
1.8 Pejabat Pelaksuna Teknis Kegiatan s 250.000 300.000|  350.000 400,000 450,000 500000
1.9 Pembanw Teknis Pengguas Anggaran 120000 | C140000|  160.000 200.002 235.000 250.000
1,18 _..Et._._xz_“_.. .mz.r.:._..u:..:”..ﬁ_u_..ttm_ﬁ_. i Aripeaian . o Hu._mﬁ_...._._ﬂn 10C.000 Li 0. :.,.ﬂ_m_ | - |_M..v_n,_m1m H.m__"m _m_._w_e i . ,mlﬂcm__‘..,
|1.11 Pejabat Pembuar Komitmen 600000 750.000|  1000060|  1.100.000|  1250000(  1.500.000 |
2 [Bendahara : S e R e I
|21 Bendahars Penerimam SXPD/ PPED | 150,000 150.000 Co1ise00|  2ooood | 0 225.000 300.000
2.2 Bendahara Pengeiuaran 300000 |  @buood|  dooooe 450.000 500,000 750.000
2.3 Hendehars Pengeluaran PPKD 1 soopoo| 400.000 _aspoon|  s00000  750.000 |
3 |bendshars Pembamtu - B N ) |
3.1 Bendahara Penerimaan Pembantu | 125000 © 1spo000| 0 175.000 205,000 225.000 | 250.000
| 3.2 Bendabsra Pengeluaran Peubuity 125.000 10000  1vswoo |  zoowoo|  2usooo | 250.000 |
4 |PembantuHendabara - S SRR SN R AP |
4.1 Pembuat Dokumen .\ iooooo|  mooooo| 15000 150,000 175,000 00,000
1.2 FPencatat Pembukuan o 100.000 100.000| 125000  150.000 175000 | Z00.000
4.3 Bendahara Gaji 1 opeoo]  1poLUD 135000 150600 175000 | 200000 |
5 |Penyusun AnggaranskPp ] ) 200.000  @250.000| 300.000 400.000 500000  00.000 |
6 [Pembuzt Laparan Keuangan SKFD L 200,000 250000 300000  400.000|  500.000 £00.000
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AN PIRAN I PERATURAN BEURBATI GROBOGAN NOMOR S TAHUN 2018
TENTANG
FPEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGT PEGAWAL
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
CROBOGAN TAHUN ANGCARAN 2018

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI FENGELOLA BARANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEJABAT - i PAGU ANGGAEREAN KETERANGAN
B C-<500 500 Juta - |[*1M-<5M| >5M-<10 | >10M- <20M >20M |
|IPejabat Penatausahaan Barang Pengguna 250.000 300.000 350.000 450.000 550.000 £50.000 |Diterima dalam
Pengurus Barang Fengouna 200.000 250.000 FGLLUU0 S00.000 500.000 | 600.000 |pentulke turjangan |
Pembantu Pengurus Barang Pengeuns 150.000 200.004 250 000 300,000 A00.000 ~all.C00 |Pelaksanaan PPh
Kuasa Pengeur Bardng 125.000 150,000 175.000 200.000 250,000 300.000 |ketentuan yang
Penpurus Barang Pembantu Penepunz 100,000 125.000 150,000 175.000 200.000 250,000 |berlaku
|
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